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KEMENKEU. Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT
Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri
Keuangan. Perubahan Kedua.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 135/PMK.06/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 71/PMK.06/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS KELOLAAN
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) OLEH MENTERI KEUANGAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa  untuk  pengelolaan aset eks kelolaan
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Kementerian
Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks
Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh
Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks
Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh
Menteri Keuangan;

bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan
pengelolaan aset eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola
Aset (Persero), perlu melakukan perubahan Peraturan
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a;
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Mengingat

Menetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri

Keuangan;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang
Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset
(Persero) oleh Menteri Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 483) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
138/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset
Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh
Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1414);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
71/PMK.06/2015 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS
KELOLAAN PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
OLEH MENTERI KEUANGAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks
Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) oleh Menteri
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Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1414) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 2
Menteri melakukan pengelolaan Aset sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan pengelolaan Aset sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Menteri melimpahkan
kewenangannya kepada:
a. Direktur Jenderal dalam bentuk subdelegasi;
atau
b. Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal dalam
bentuk mandat.
Kewenangan subdelegasi pada Direktur Jenderal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilimpahkan dalam bentuk mandat kepada Pejabat
di lingkungan Direktorat Jenderal.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni

huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pengelolaan Aset Kredit meliputi:

a.

oo a0

penatausahaan Aset Kredit;

penyerahan pengurusan Aset Kredit kepada Panitia
Urusan Piutang Negara (PUPN);

melakukan Restrukturisasi Aset Kredit;

penjualan;

penyertaan modal negara; dan

pembayaran dalam bentuk aset (asset settlement).
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Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

(1)

(2)

Pasal 6

Direktur atas nama Direktur Jenderal menyerahkan

pengurusan Aset Kredit kepada PUPN sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pengurusan piutang negara.

Dalam pengurusan Aset Kredit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur atas nama

Direktur Jenderal selaku penyerah piutang memiliki

wewenang untuk:

a. memberi persetujuan atau penolakan atas
permintaan pertimbangan yang diajukan oleh
PUPN terhadap permohonan penebusan dengan
nilai di bawah nilai pembebanan hak atas
barang jaminan utang Aset Kredit;

b. memberi persetujuan atau penolakan atas
permintaan pertimbangan yang diajukan oleh
PUPN terhadap permohonan penjualan tanpa
melalui lelang dengan nilai di bawah nilai
pembebanan atau tidak ada pembebanan hak
atas barang jaminan utang Aset Kredit;

c. melakukan koreksi atas jumlah piutang yang
telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN
dalam hal terdapat:

1. kekeliruan dalam pencantuman nilai
penyerahan; atau

2. sebab lain yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum;

d. mengajukan permohonan pencabutan
pemblokiran dan/atau pengangkatan sita atas
pemblokiran dan/atau penyitaan yang
sebelumnya dimohonkan oleh Bank Asal/BPPN;
dan

e. menerbitkan surat permohonan roya.
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Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15A

(1) Penjualan Aset Kredit sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf d dapat dilakukan oleh Direktur
Jenderal atas persetujuan Menteri.

(2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Lelang atau tidak melalui Lelang.

(3) Direktur Jenderal menetapkan nilai limit Lelang
atau harga dasar penjualan tidak melalui Lelang
atas Aset Kredit yang akan dilakukan penjualan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Nilai limit Lelang atau harga dasar penjualan tidak
melalui Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai Pasar
berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh:

a. penilai pemerintah; atau
b. penilai publik yang ditunjuk oleh Direktur.

(5) Nilai limit Lelang atau harga dasar penjualan tidak
melalui Lelang yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
sejak tanggal penetapan nilai limit Lelang atau harga
dasar penjualan tidak melalui Lelang, kecuali
terdapat perubahan signifikan atas kondisi Aset
Kredit yang dapat mempengaruhi berubahnya nilai
limit Lelang atau harga dasar penjualan tidak

melalui Lelang.

Di antara Pasal 15B dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 15C sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 15C
(1) Pembayaran dalam bentuk aset (asset settlement)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f

dilakukan atas permohonan:



